BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN BAGI FAKIR

Menimbang

Mengingat

MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

. bahwa tata cara pemberian bantuan permakanan bagi fakir

miskin telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor
48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Permakanan Bagi Fakir Miskin,;

.bahwa dengan adanya kenaikan harga permakanan fakir

miskin yang diberikan, perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 48
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Permakanan Bagi Fakir Miskin;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);




2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);




6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4576)
sebagaimana telah diubah dengan = Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);




16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 48
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
PERMAKANAN BAGI FAKIR MISKIN

Pasal I
Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2022
tentang tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Fakir Miskin
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 48) diubah sehingga
pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Setiap Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Anak
Terlantar mendapatkan bantuan permakanan senilai Rp.200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah).

(2) Setiap 1 (satu) penerima manfaat yang bersumber dari Pagu Indikator
Kecamatan dan Kemiskinan Ekstrem mendapatkan bantuan permakanan
berupa bahan pokok makanan senilai Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah).



(3) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. beras sejumlah 5 Kg;
b. mie instan sebanyak 5 pieces;

c. gula pasir sejumlah 1 Kg;

d. kecap ukuran 400 ml sejumlah 1 pieces;

e. minyak goreng ukuran 900 ml sejumlah 2 pieces;
f. sarden ukuran 425 gr sejumlah 1 buah; dan

g. teh sejumlah 1 pak.

(4) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. beras sejumlah 10 Kg;
b. mie instan sejumlah 11 pieces;
c. gula pasir sejumlah 2 Kg;
d. kecap ukuran 400 ml sejumlah 2 pieces;

e. minyak goreng ukuran 900 ml sejumlah 3 pieces;

=

sarden ukuran 425 gr sejumlah 2 kaleng;
g. teh sejumlah 2 pak; dan
h. susu kaleng 490gr sejumlah 2 buah.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal g my , 4025

fUPATI TEGAL (

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8wy
SEKRETARIS DAE

2>
KABTPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 2§




